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FRESIDEM
REFUBLIK INDOMNESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 29 ayat
(2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Berlangganan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, Penyiaran, Penyiaran Radio, Penyiaran Televisi, Siaran
Iklan, Siaran Iklan Niaga, Siaran Iklan Layanan Masyarakat,
Spektrum Frekuensi Radio, Lembaga Penyiaran, Pemerintah, dan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran
yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang
bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran
berlangganan.

3. Layanan Penyiaran Berlangganan adalah layanan pemancarluasan
atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan
melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

4. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik
yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang
digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga
dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.

5. Klasifikasi ...
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5. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran
berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak
sasaran.

6. Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara
Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang
berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak
permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan
izin penyelenggaraan penyiaran.

7. Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang
bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

8. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang
menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara
membayar iuran.

9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

10. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI, adalah
lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di
daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran,
yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB I
pendirian dan perizinan

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan
klasifikasi sebagai berikut:

a. penyiaran berlangganan melalui satelit;
b. penyiaran berlangganan melalui kabel; dan
c. penyiaran berlangganan melalui terestrial.

(2) Penyelenggaraan penyiaran berlangganan ditujukan untuk
penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran
berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran
berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian

Pasal 3

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. didirikan oleh warga negara Indonesia;

b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa
perseroan terbatas;

c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran
berlangganan;

d. modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian Lembaga
Penyiaran Berlangganan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 4

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran
Berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga
Penyiaran Berlangganan, Pemohon mengajukan permohonan izin
tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang
disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap
2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu)
berkas untuk KPI dengan melampirkan persyaratan administrasi,
program siaran, dan data teknik penyiaran sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta
mencantumkan nama, visi, misi Lembaga Penyiaran
Berlangganan yang akan diselenggarakan;

2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta
pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi
yang berwenang;

3. susunan dan nama para pengelola penyelenggara
penyiaran;

4. studi kelayakan dan rencana kerja;

5. uraian ...
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uraian tentang aspek permodalan;

uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iuran
berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan
penyelenggaraan penyiaran;

7. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa
penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa
penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;

8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja
tertinggi sampai dengan unit kerja terendah, termasuk
uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.

b. Program siaran:

1. uraian tentang format saluran, sumber materi acara,
khalayak sasaran dan daya saing (kompetisi);

2. jumlah saluran/program, nama program dan isi program
yang akan disalurkan;

3. pola acara siaran harian dan mingguan.
c. Data teknik penyiaran:

1. daftar inventaris sarana dan prasarana Yyang akan
digunakan serta perhitungan biaya investasinya;

2. gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran serta
tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang pemancar;

3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan
digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;

4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram pancar yang
diinginkan  khusus  untuk  Lembaga  Penyiaran
Berlangganan melalui terestrial.

Pasal 5

(1) Setelah  menerima berkas surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan
kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

(2) Setelah menerima Dberkas surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan
kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c.

(3) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dipenuhi, KPI dan/atau
Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau
kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat
pemberitahuan.

(4) Apabila ...
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(4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemohon dianggap membatalkan  permohonannya  atau
mengundurkan diri.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dipenuhinya  persyaratan dan  kelengkapan  permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), KPI melakukan
evaluasi dengar pendapat dengan Pemohon.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung setelah selesai evaluasi dengar pendapat, KPI
menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran
dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi
radio kepada Menteri.

(7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan
penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi
radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang
KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama.

(8) Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap
permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan
setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
oleh Menteri.

(9) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau
penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian
bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan
penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi
radio dari KPIl serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(10) Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin
penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari
Forum Rapat Bersama.

(11) Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib diterbitkan
oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada
kesepakatan Forum Rapat Bersama.

(12) Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan
kepada Pemohon melalui KPI.

Pasal 6
Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon
penyelenggara Lembaga Penyiaran Berlangganan melebihi saluran
yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan
seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama.

Pasal 7 ....



